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Abstract

After the revolution in 2011, Egypt has experienced various conditions of instability in
various fields, especially the economy and politics. The government of Mohammed
Morsi, which was previously expected to be able to change the country's situation,
actually made the Egyptian economy worse. Various demonstrations and other forms of
protest were carried out by the Egyptian people so that the government could immediately
improve the situation. However, the government failed to carry out conflict management
so the military carried out a coup. Morsi's position was later replaced by Abdel Fattah Al-
Sisi. Al-Sisi's background as a military figure led to repressive policies being
implemented. During Al-Sisi's reign, there was a significant increase in the Egyptian
economy. The purpose of this research is to identify the role of President Al-Sisi's
government for the development of economic reform in Egypt after the 2011 Revolution.
This research uses a qualitative approach with an exploratory type of research, and refers
to the theory of liberalism and the rational actor model. The results of this research
indicate that President Al-Sisi's policies have a positive impact on the development of the
Egyptian economy as indicated by an increase in Egypt's Gross Domestic Product, a
decrease in inflation rates, and poverty.

Keywords: Economic Reform, Middle East Politics, Repressive.
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A. Pendahuluan

Mesir merupakan salah satu negara
yang memiliki peradaban tertua di dunia.
Negara ini telah melewati satu peristiwa
besar yang memberikan dampak besar
dalam perkembangan ekonomi, politik,
dan sosial negaranya. Peristiwa yang
terjadi pada tahun 2011 tersebut dikenal
dengan Revolusi Mesir. Peristiwa itu
diawali dari adanya pemberontakan rakyat

Mesir terhadap pemerintahan otoriter
Hosni  Mubarak. Peristiwa tersebut
berujung pada lengsernya Mubarak

sebagai presiden Mesir pada masa itu,
kemudian digantikan oleh Mohammed

Morsi  yang diusung oleh Partai
Kebebasan dan Keadilan. Hal ini
menunjukkan bahwa Morsi berhasil

menjadi presiden sipil Mesir yang pertama
(BBC Indonesia, 2013).

Kepemimpinan Morsi tidak
berlangsung dengan lancar. Sejak Januari
hingga Juli 2013, kerusuhan terus terjadi
di Mesir sebagai aksi protes terhadap
pemerintahan Mohammed Morsi. Ketika
gelombang kerusuhan semakin meningkat,
Abdel Fattah Al-Sisi, yang merupakan
Menteri  Pertahanan dan Komandan
Angkatan Bersenjata mengatakan bahwa
militer akan menjauhi politik sehingga
tidak ada yang akan saling menyingkirkan
satu sama lain. Pada Juni 2013, Al-Sisi
menyerukan  semua  pihak  untuk
menggunakan jalur kompromi secara
damai. Selain itu, ia berharap agar Morsi
menyerukan pemilihan umum untuk
dilaksanakan lebih awal. Akan tetapi,
melalui pidatonya pada 26 Juni 2013,
Morsi sama sekali tidak menunjukkan niat
untuk menyelenggarakan pemilihan umum
lebih cepat. Menurut laporan seorang
perwira senior kepada The Guardian,
dengan kondisi seperti itu, militer
berpeluang besar untuk melengserkan
jabatan Morsi (Kingsley, 2014).

Pada 1 Juli 2013, pihak oposisi
memberikan Morsi waktu sebanyak satu
hari untuk mengundurkan diri. Selain itu,
militer Mesir juga memperingatkan bahwa
intervensi maupun kudeta akan dilakukan
apabila pemerintah tidak dapat memenuhi
tuntutan rakyat dalam kurun waktu 48
jam. Kondisi tersebut diperparah ketika
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pada 2 Juli 2013, sebanyak 16 orang
pendukung  Morsi  tewas  dibunuh
sekelompok pria bersenjata, sementara
200 orang pendukung lainnya luka-luka.
Akhirnya, Abdel Fattah Al-Sisi
memutuskan untuk melakukan
penggulingan  terhadap  pemerintahan
Morsi dan menunjuk Hakim Agung
Mahkamah Konstitusi Mesir sebagai
caretaker atau presiden  sementara
(Patnistik, 2013).

Presiden Abdel Fattah Al-Sisi
secara resmi menjabat sebagai pemimpin
Mesir sejak tahun 2014. Al-Sisi memiliki
latar belakang sebagai seorang prajurit
militer sehingga sosoknya dikenal sebagai
individu yang memiliki pengaruh yang
sangat kuat dalam urusan mengurus
negara. Sebelum menjabat  sebagai
Presiden Mesir, Al-Sisi menjabat sebagai
Menteri Pertahanan di tahun 2012 dan
dikenal berhasil menghentikan gelombang

demonstran yang dipandang sangat
mengancam keamanan negara. Akan
tetapi, pada tahun 2013, Al-Sisi

melakukan kudeta militer dan berhasil
menggulingkan Muhammad Mursi
(Ananda, 2019).  Al-Sisi  berhasil
menggantikan Mursi dengan memperoleh
dukungan sebanyak 96,1%.

Revolusi Mesir tahun 2011 telah
menawarkan kesempatan bagi Mesir
untuk mereformasi kebijakan ekonominya
untuk membangun kembali Mesir pasca
pergolakan besar. Devaluasi mata uang

telah  menyebabkan lonjakan harga
kebutuhan dan negara terperosok ke dalam
utang luar negeri yang besar (The

Guardian, 2018).

Presiden Al-Sisi ingin memperbaiki
kondisi yang terjadi di Mesir mengenai
defisit anggaran, angka pengangguran
yang tinggi, hyperinflation, kemiskinan,
hingga permasalahan mengenai utang luar
negeri. Al-Sisi mendorong langkah-
langkah penghematan yang diharapkan
dapat memajukan perekonomian Mesir.
Al-Sisi  kemudian mengadopsi semua
kebijakan ekonomi, baik terkait ekonomi

domestik, maupun internasional (BBC
Indonesia, 2014). Meskipun dalam
implementasinya,  Al-Sisi  cenderung

menerapkan tindakan yang represif di
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bawah junta militernya dengan tujuan
untuk memajukan perekonomian Mesir.
Berdasarkan latar belakang di atas,
ditemukan identifikasi masalah sebagai
berikut. Pertama, pasca Revolusi 2011,
perekonomian Mesir mengalami
penurunan  yang ditandai  dengan
banyaknya pengangguran dan kemiskinan.
Kedua, terpilihnya Abdel Fattah Al-Sisi
sebagai Presiden Mesir sejak Juni 2014,
diharapkan dapat memajukan
perekonomian Mesir. Ketiga, Mesir
kembali dipimpin oleh tokoh dari junta

militer.  Penulis menggunakan teori
liberalisme untuk menjelaskan kebijakan
ekonomi yang ditempuh oleh
pemerintahan  Presiden  Al-Sisi  yang

bertujuan untuk melakukan reformasi di
bidang perekonomian pasca terjadinya
revolusi tahun 2011. Teori liberalisme ini
berfokus pada adanya keterbukaan
ekonomi yang dilakukan sebagai langkah
untuk memajukan perekonomian negara,
seperti adanya kerja sama dan investasi.
Sedangkan, untuk melihat sikap dari
Presiden Al-Sisi yang tergambar melalui
kebijakan-kebijakannya, penulis
menggunakan rational actor model.
Model  tersebut  digunakan  untuk
menganalisis sikap rasionalitas yang
dimiliki oleh Presiden Al-Sisi yang
memperhitungkan cost and benefit dalam
kerja sama ekonomi yang dilakukannya.

Sebelumnya, Robert Springborg
(2017) melakukan  penelitian  yang
membahas mengenai transisi ekonomi

Mesir dari masa pemerintahan Mubarak
ke Presiden Al-Sisi. Di dalam tulisannya,
Springborg melihat bahwa rezim militer
kembali menempati kekuasaan pada tahun
2013 yang kemudian mengisyaratkan
bahwa  sistem  ekonomi  kembali
didominasi oleh peran elit militer yang
homogen. Pemerintahan Al-Sisi juga
membentuk sistem pemerintahan yang
eksklusif, yang mana otoritas dalam
pemerintahan secara umum hanya dijabat
oleh elit-elit militer (Springborg, 2017).
Tulisan ini menekankan pada pembahasan
mengenai  kebijakan ekonomi  yang
ditempuh oleh Presiden Al-Sisi pada tahun
2014-2018 dalam melakukan reformasi di
Mesir setelah terjadinya revolusi dan
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kudeta terhadap kepemimpinan
sebelumnya.

Penulis  menggunakan  desain
penelitian  kualitatif ~ deskriptif  yang

bertujuan untuk mendeskripsikan atau
menggambarkan suatu proses, fenomena,
peristiwa, peran, maupun tindakan dari
individu atau kelompok. Dalam penelitian
ini, penulis mengumpulkan data melalui
kegiatan studi literatur, yakni dengan
melakukan penelusuran melalui media
cetak maupun daring, buku, jurnal, dan
artikel ilmiah. Penulis melakukan proses
validasi data dengan teknik triangulasi
sumber yang berasal dari penelitian
terdahulu yang memiliki tema serupa
dengan masalah yang diangkat dalam
penelitian ini. Sementara itu, penulis
mengadopsi teknik analisis data Miles dan
Huberman dengan tahapan: 1) reduksi
data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan
kesimpulan (Sugiyono, 2016, hal. 247).

B. Kerangka Teori
1. Liberalisme

Dalam melihat fenomena ini,
penulis menggunakan teori liberalisme
menurut Zacher dan Matthew (1995)
dalam (Jackson & Sgrensen, 2013) yang
menitikberatkan pada proses modernisasi.
Keduanya melihat bahwa apabila suatu
negara melakukan proses modernisasi,
maka akan tercipta ruang lingkup yang
lebih luas bagi upaya kerja sama yang
dilakukan  antarnegara yang  akan
berdampak pada peningkatan ekonomi.
Liberalisme juga melihat bahwa kerja
sama merupakan cara terbaik untuk
mencapai kepentingan yang diharapkan.
Selain itu, adanya peran dan intervensi
dari negara dalam menentukan regulasi
pada bidang perekonomian ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dan mmperluas kerja sama (Dugis, 2016,

hal. 61).

Terkait dengan kemajuan
perekonomian, liberalisme  menganut
paham bahwa modernisasi merupakan

suatu proses yang berpotensi untuk
memberikan kemajuan dalam berbagai
bidang. Proses modernisasi ini akan
memperluas ruang lingkup dan jangkauan
bagi hubungan atau kerja sama yang
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bersifat  global.  Ditunjang  dengan
keinginan yang kuat dari berbagai elemen
dalam suatu negara untuk berkembang,
kerja sama akan membawa kehidupan
yang lebih baik bagi mayoritas individu.
Dalam bidang ekonomi, modernisasi yang
dilakukan oleh suatu negara bertujuan
untuk mereformasi tatanan yang telah ada
sebelumnya, baik menghilangkan,
meningkatkan, ataupun menggabungkan
tatanan sebelumnya dengan tatanan saat
ini (Jackson & Sgrensen, 2013, hal. 177-
178).

Dalam proses modernisasi untuk
menuju pada kemajuan ekonomi, peran
negara juga diperlukan sebagai pembentuk
kerangka aturan. Negara memainkan
peran dalam mengarahkan berbagai
kegiatan ekonomi, kerja sama, menarik
pajak, hingga pengurangan subsidi (Steans
& Pettiford, 2009, hal. 105-107). Selain
itu, didasari oleh kesadaran akan
ketidakmampuan untuk memenuhi
kebutuhan sendiri, telah membuat negara-
negara di dunia merasa perlu untuk
menjalin kerja sama satu sama lain. Dalam
suasana kerja sama yang semakin intensif
pada bidang tertentu, maka akan berimbas
pada bidang lainnya, seperti kerja sama
pada sektor energi, sumber daya alam,
jalur perdagangan, dan lainnya. Dalam
konteks ini, dapat diketahui bahwa
keterbukaan ekonomi membawa pengaruh
yang besar pada berbagai sendi kehidupan
negara (Hadiwinata, 2017, hal. 90).

Teori ini membantu penulis dalam
menjelaskan orientasi kebijakan Presiden
Al-Sisi dalam  agendanya  untuk
mereformasi  ekonomi  Mesir  pasca
revolusi 2011. Terkait hal ini, Presiden
Al-Sisi telah membuka perekonomiannya
dengan menjalin kerja sama dan investasi

dengan negara lain. Ekonomi liberal
melihat bahwa keterbukaan ekonomi
dapat memberikan  pengaruh  yang
signifikan  bagi  pertumbuhan  dan

kemajuan ekonomi suatu negara.

2. Rational Actor Model

Rational Actor Model merupakan
sebuah model pengambilan keputusan
yang didasarkan pada sifat rasionalitas
aktor (decision-makers) yang didasarkan
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pada motif ekonomi atau utilitarianisme.
Menurut ~ Anthony  Downs,  model
pengambilan keputusan ini memandang
bahwa sifat dasar manusia adalah untuk
mewujudkan  keinginannya mengenai
kepuasan untuk memiliki dan menguasai
berbagai materi yang berkaitan dengan
bermacam bentuk utilitas, seperti nilai,
keseimbangan, serta kondisi yang ideal
bagi dirinya (Afinotan, 2014, hal. 253).
Untuk merumuskan suatu keputusan, aktor
rasional perlu melewati serangkaian
prosedur. Pertama, identifikasi masalah
yang terjadi. Kedua, memilih tujuan dan
sasaran yang didasarkan pada skala
prioritas. Ketiga, peninjauan terhadap
efektivitas, biaya, keuntungan, hingga
kendala yang akan dihadapi untuk
mencapai  tujuan yang diharapkan.
Keempat, untuk mewujudkan tujuan,
maka keputusan yang dirumuskan harus
dilaksanakan melalui sarana yang tepat
(Heywood, 2011, hal. 129-130).

Hakikat manusia yang bekerja
dengan cara yang rasional dan konsisten
demi mencapai tujuannya, menjadi dasar
bagi rational actor model ini untuk
menekankan pada analisis cost and benefit
dalam proses pengambilan keputusan.
Analisis cost and benefit memiliki prinsip
untuk memperbesar pendapatan dan
memperkecil ~ pengeluaran.  Artinya,
implementasi keputusan ditujukan untuk
memperolen manfaat dan keuntungan
yang sebesar-besarnya (Sitepu, 2011, hal.
94-95). Dalam konteks negara, hanya
terdapat satu tujuan tunggal aktor rasional
dalam merumuskan kebijakannya, yakni
mewujudkan kepentingan nasional sebagai
penjamin utama kelangsungan hidup
negara berdasarkan beberapa konsekuensi
yang telah dipertimbangkan (Heywood,
2011, hal. 130). Penulis menggunakan

konsep rational actor model untuk
menganalisis kebijakan yang bertujuan
untuk  mereformasi  ekonomi  pasca
revolusi, yang dikeluarkan oleh
pemerintahan Mesir  pada  masa
kepemimpinan Presiden Al-Sisi yang

bersikap rasional dalam setiap langkah
yang diambilnya.
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C. Hasil dan Pembahasan
1. Bentuk Kebijakan Pemerintahan
Presiden Al-Sisi terkait Reformasi
Ekonomi Mesir Pasca Revolusi 2011
Perekonomian Mesir pasca revolusi
2011 berada pada kondisi yang buruk.
Defisit anggaran meningkat dari 8,1
persen di tahun 2010 menjadi 10 persen di
tahun 2011. Selain itu, terjadi peningkatan
harga pangan dan bahan bakar sehingga
berimplikasi pada meningkatnya inflasi
dari 11,7 persen di tahun 2010 menjadi
13,4 pada tahun 2011 (Abdou & Zaazou,
2013, hal. 92). Terkait hal ini, hingga pada
Agustus 2015, kinerja Presiden Al-Sisi
ditunjukkan melalui keberhasilan Mesir
dalam membuka perluasan Terusan Suez
yang dibutuhkan untuk meningkatkan
perekonomian negaranya yang sempat
terpuruk saat terjadi pergolakan pada 2011
(Nugraha, 2015). Presiden Al-Sisi gencar
melakukan pengembangan Terusan Suez
dengan meluncurkan mega proyek yang
terdiri dari pembangunan terusan baru
yang terhubung dengan Terusan Suez,
pembangunan jalan, serta terowongan di
sekitar kawasan. Proyek pengembangan
tersebut memerlukan total biaya sebesar
USD 8 miliar yang dibiayai melalui
peluncuran sertifikat investasi Terusan
Suez yang dikhususkan untuk masyarakat
Mesir. Selanjutnya, Presiden Al-Sisi
mengumumkan bahwa mitra kerja sama

Dar Al Handasah, ditugaskan untuk
mengelola pengembangan proyek
investasi di sepanjang Terusan Suez.

Pendapatan yang diperoleh Mesir melalui
perluasan Terusan Suez sebagai sektor
penghasil devisa mencapai rata-rata USD
5 miliar setiap tahunnya (Sutedja, 2015,
hal. 5).

Selanjutnya, dalam agenda ekonomi
tahun 2016-2017, AIl-Sisi menerapkan
pemangkasan subsidi bahan bakar hingga
43% dari total subsidi sebesar 61 miliar
Pound Mesir pada 2015-2016. Tujuannya
adalah sebagai upaya penghematan
anggaran fiskal yang dapat digunakan
untuk menutupi ketimpangan anggaran
yang terdapat di bidang ekonomi lainnya.
Selain itu, terdapat kebijakan investasi
asing, kerja sama ekonomi dengan negara
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lain, seperti Tiongkok, Jepang, hingga
Indonesia (Chandra, 2016).

Sementara  itu, Mesir  juga
melakukan kerja sama dengan beberapa
negara. Pada tahun 2016, Presiden
Tiongkok, Xi Jinping, mengungkapkan
kesediannya untuk mendukung upaya
Mesir dalam menjaga stabilitas dan
menempuh jalur pembangunan yang
sesuai dengan kondisi domestik Negara
Mesir. Tiongkok dan Mesir juga
berkomitmen untuk saling mendukung
terkait tantangan-tantangan yang dihadapi,
serta terkait tindakan konkret untuk
mempromosikan kerja sama ekonomi dan
perdagangan bilateral kedua negara.
Presiden Xi Jinping dalam hal ini,
menyatakan kepuasannya atas kemajuan
dalam kemitraan stategis yang
komprehensif antara Tiongkok dan Mesir,
yang diharapkan dapat meningkatkan
kapasitas industri, keuangan, lapangan
pekerjaan, dan pembangunan
infrastruktur. Dengan diundangnya
Presiden Al-Sisi dalam  Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) G-20 vyang
diselenggarakan di Hangzhou, Tiongkok
pada September 2016, ia berharap Mesir
dapat memperkuat hubungan bilateral
dengan Tiongkok dalam bidang seperti
industri,  pertanian,  telekomunikasi,
keuangan, hidrologi, hingga sumber daya
manusia (Pars Today, 2016).

Pada tahun 2017, jumlah kuantitas
ekspor Mesir ke Tiongkok meningkat
hingga 60%. Angka tersebut terbilang
tinggi dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya. Artinya, prospek dari kerja
sama Mesir-Tiongkok ini berpeluang
besar dalam upaya pembangunan kembali
perekenomian Mesir. Kerja sama dalam
bidang perdagangan dan industri antara
Mesir dan Tiongkok menunjukkan bahwa
Presiden Al-Sisi berusaha menjadikan
Mesir sebagai pusat komersial dan logistik
untuk akses produk-produk Tiongkok ke
Afrika dan Eropa. Mesir juga menjadi
salah satu sasaran investasi Tiongkok,
mengingat potensi dari Terusan Suez yang
dimiliki oleh Mesir (Egypt Today, 2018).

Selain menjalin kerja sama dengan
Tiongkok, Mesir juga menjalin kerja sama
dengan Jepang. Hal ini dibuktikan melalui
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pertemuan Presiden  Al-Sisi  dengan
Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe pada
KTT G-20 di Hangzhou, Tiongkok pada
September  2016.  Presiden  Al-Sisi
menyatakan harapannya untuk
memperkuat kerja sama bilateral dengan
Jepang, terutama dalam bidang investasi,
ekonomi, dan pendidikan. PM Shinzo Abe
selanjutnya menegaskan bahwa ke
depannya, Jepang dan Mesir sepakat
untuk melangsungkan beberapa proyek
dalam bidang energi dan infrastruktur.
Selain itu, dalam bidang sosial, Jepang
dan Mesir berkomitmen untuk mendorong
kerja sama budaya, ilmu pengetahuan, dan
teknologi (Voice of Vietnam, 2016).

Kerja sama bilateral antara kedua
belah pihak meliputi beberapa bidang,
seperti proyek infrastruktur, listrik, dan
perdagangan. Pada tahun 2015, PM
Shinzo Abe menawarkan pinjaman USD
388 juta bagi Mesir untuk pembangunan
proyek bandara dan jaringan listrik. Pada
tahun 2016, beberapa perusahaan Jepang
mulai berinvestasi di Mesir dengan total
investasi sebesar USD 17,7 miliar.
Kemudian, masih pada tahun yang sama,
Japan International Company Agency
(JICA) memberikan pinjaman sebesar
USD 450 juta untuk mendanai sektor
energi dan transportasi di Mesir. Pada
tahun 2017, nilai pertukaran perdagangan
antara Mesir dan Jepang mencapai USD
1,8 miliar. Selain itu, terdapat 50
perusahaan Jepang yang berinvestasi di
Mesir. Investasi ini menunjukkan adanya
kepercayaan yang tinggi dari investor
terhadap potensi yang dimiliki oleh Mesir
(Ali, 2018).

Mesir juga menjalin hubungan
dengan Indonesia di mana dalam salah
satu kunjungannya ke Indonesia pada
September 2015, Presiden Al-Sisi dan
Presiden Joko Widodo menyetujui
kesepakatan kerja sama untuk
meningkatkan ~ perekonomian  kedua
negara Khususnya di bidang investasi dan
perdagangan. Presiden Joko Widodo
menilai bahwa kesepakatan tersebut
sebagai langkah yang tepat mengingat
besarnya jumlah investasi Indonesia yang
ada di Mesir. Pemerintah Indonesia
berharap agar Mesir dapat mempermudah
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upaya investor dari Indonesia untuk
melakukan investasi di Negara Mesir.
Mesir merupakan mitra ekonomi terbesar
Indonesia di lingkup Asia-Afrika dengan
total pendapatan dari sektor perdagangan
mencapai USD 1,5 miliar. Presiden Al-
Sisi menyetujui langkah Indonesia untuk
memperluas kerja sama di bidang
perdagangan, serta keinginan kedua
negara untuk menggunakan Terusan Suez
sebagai jalur ekonomi dan investasi
(Armenia, 2015).

Pada tahun 2017, Menteri Luar
Negeri Indonesia dan Menteri Kerja Sama
Internasional Mesir yakni Sahar Nasr,
memutuskan untuk melakukan kerja sama
dalam meningkatkan diplomasi ekonomi
antara kedua negara. Retno Marsudi
selaku Menteri Luar Negeri Indonesia
mengatakan bahwa potensi yang dimiliki
oleh negara-negara di Benua Afrika
termasuk  Mesir, cukup kuat untuk
memajukan  unit-unit  perekonomian
rakyat, salah satunya Usaha Kecil dan
Menengah (UKM). Mengingat peluang
pada arus globalisasi perlu dimanfaatkan
sebaik mungkin, Mesir dan Indonesia
sepakat untuk mendorong kemajuan UKM
agar sektor perekonomian masyarakat
mendapat perhatian yang lebih baik
(Kementerian Luar Negeri RI, 2017).

Kedua belah pihak juga telah
melangsungkan konsultasi bilateral pada
April 2017 yang menjadi dasar bagi
terwujudnya kesepakatan untuk
mengintensifkan kerja sama ekonomi
antarnegara, khususnya dalam bidang
perdagangan. Kerja sama ekonomi Mesir
dan Indonesia dinilai  memberikan
pengaruh yang signifikan, terutama saat
pemerintahan Presiden Al-Sisi. Terhitung
pada  Januari-Oktober 2016, nilai
perdagangan bilateral antara Mesir dan
Indonesia mencapai USD 1,23 miliar
(Kementerian Luar Negeri RI, 2017).
Agenda-agenda tersebut merupakan wujud
kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan
Mesir pada era Presiden Al-Sisi bagi
reformasi dan kebangkitan perekonomian
negaranya pasca terjadinya revolusi tahun
2011 yang telah membawa permasalahan
krusial dan fundamental bagi
perkembangan Mesir.
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Tidak hanya sebatas kerja sama
antar negara, Mesir juga melakukan
pendekatan terhadap lembaga
internasional. Pada November 2016,
Mesir mendapatkan pinjaman sebesar
USD 12 miliar dari IMF. Pinjaman
tersebut dimaksudkan untuk membantu
meningkatkan perekonomian Mesir yang
sedang mengalami keterpurukan (Hadid,
2016). Kepala Misi IMF, Chris Jarvis
mengatakan bahwa Mesir merupakan
negara yang memiliki potensi besar, tetapi
memiliki beberapa masalah yang perlu
segera diatasi. Hal tersebut yang
melandasi IMF memberikan pinjaman
kepada Mesir. Program bantuan dari IMF
bertujuan untuk menurunkan  defisit
anggaran  dan  utang  pemerintah.
Kemudian, menciptakan lapangan Kkerja
untuk mengurangi pengangguran dan
tingkat kemiskinan (CNBC, 2016).

Selanjutnya, pada September 2018,
berdasarkan kesepakatan Presiden Al-Sisi
dengan Presiden World Bank, Jim Yong
Kim, IMF akan kembali memberikan
pinjaman kepada Mesir sebesar USD 3
miliar. Proses peminjaman itu difasilitasi
karena kepercayaan World Bank dan IMF
dalam program reformasi ekonomi Mesir
pada masa kepemimpinan Presiden Al-
Sisi. Menurut Direktur Eksekutif IMF,
Hazim Al-Beblawi, Mesir ditargetkan
selesai melunasi dana pinjaman ini pada
tahun 2019. Al-Beblawi berpandangan
optimis terkait hal tersebut karena Mesir
berhasil melaksanakan semua program
reformasi  ekonomi  dengan efisien
(Tawfeek, 2018).

2. Dampak Positif Kebijakan Presiden
Al-Sisi bagi Pertumbuhan Ekonomi
Mesir

Ekonomi Mesir mulai pulih pada
masa pemerintahan Presiden Al-Sisi. Hal
tersebut didukung oleh kebijakan ekonomi
makro dan reformasi awal yang terus

menunjukkan  peningkatan  signifikan
dengan tujuan untuk mengatasi tantangan
utama yang dihadapi oleh sektor

perekonomian dalam beberapa tahun
terakhir. Berdasarkan laporan dari IMF,
setelah lebih dari satu tahun sejak
peluncuran program reformasi ekonomi,
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pertumbuhan PDB  Mesir  semakin
menguat dan inflasi semakin menurun
(International Monetary Fund, 2018).
Produk Domestik Bruto (PDB) di Mesir
meningkat 5,4% pada kuartal kedua tahun
2018. Angka ini menunjukkan tren
peningkatan  dibandingkan  periode-
periode sebelumnya. Pada kuartal akhir di
tahun 2018, tingkat pertumbuhan PDB
Mesir diperkirakan meningkat hingga
5,6%, menurut laporan dari Trading
Economics. Dalam jangka panjang,
tingkat  pertumbuhan PDB  Mesir
diproyeksikan mencapai 5,8% pada tahun
2020 (Trading Economics, 2018).

Dalam hal ini, pemerintahan
Presiden Al-Sisi tentunya memberikan
peran yang cukup penting terkait
peningkatan angka pertumbuhan PDB
Mesir, mengingat pada tahun 2008 hingga
tahun 2010, PDB Mesir sempat terpuruk.
Mesir mencapai tingkat pertumbuhan
PDB tertinggi sepanjang sejarah, pada
masa pemerintahan Presiden  Al-Sisi
tepatnya pada tahun 2016, ketika PDB
Mesir mencapai USD 332 miliar
(International Monetary Fund, 2018).
Tingkat inflasi Mesir juga menurun
seiring dengan pemangkasan subsidi
bahan bakar, serta penerapan pajak
penjualan alkohol dan rokok. Pemerintah
memangkas defisit anggaran dengan
meningkatkan promosi pariwisata, dan
meningkatkan kembali cadangan devisa

negara. Subir Lall, kepala tim IMF
mengatakan bahwa perputaran
makroekonomi dalam negeri Mesir dan
lingkungan  ekonomi  global  yang
mendukung, telah memberikan
kesempatan  besar  bagi  kebijakan
reformasi  struktural yang diperlukan

untuk meningkatkan perekonomian Mesir.
Langkah pemerintahan Presiden Al-Sisi
telah menciptakan iklim yang tepat bagi
reformasi ekonomi pasca revolusi 2011
(Yekaterina, 2015).

Sejalan dengan momentum
reformasi yang berkelanjutan,
pertumbuhan ekonomi diharapkan
meningkat, serta inflasi diproyeksikan
akan semakin sempit. Pertumbuhan
ekonomi sejalan dengan peningkatan
investasi swasta yang berkelanjutan.
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Selain itu, sebagian pendapatan negara
diperoleh dari peningkatan ekspor gas
alam, serta berasal dari sektor pariwisata.
Pemerintah Mesir juga optimis terkait
penurunan  defisit anggaran karena
didukung oleh peningkatan penerimaan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta
adanya subsidi bahan bakar. Oleh karena
itu, World Bank memperkirakan defisit
anggaran Mesir akan turun menjadi 4,9%
dari PDB pada kuartal akhir 2018,
dibanding dengan 6,6% dari PDB pada
kuartal akhir 2017 (World Bank, 2018).

Lebih lanjut, laporan dari World
Bank  menunjukkan  bahwa  angka
kemiskinan di Mesir berhasil dikurangi.
Sekitar 27,8% penduduk berada di bawah
garis kemiskinan yang diakibatkan oleh
revolusi pada tahun 2011. Kini, angka
tersebut mulai menurun seiring dengan
adanya program tunjangan sosial dari
pemerintah, sehingga tingkat kesenjangan
terus menurun. Pada pemerintahan
sebelumnya, kesenjangan antara penduduk
pedesaan dan perkotaan terlihat sangat
jelas. Namun, dengan program
pemerintahan Presiden Al-Sisi beberapa
tingkat kesenjangan mulai berkurang,
yang ditandai dengan program
pembangunan infrastruktur, hingga
investasi yang merata (World Bank,
2018).

Untuk mendukung reformasi dalam
negeri, pada November 2016, pemerintah
Mesir memulai langkah-langkah untuk
memulihkan stabilitas keuangan negara
dengan mendorong pertumbuhan dan
kesempatan  kerja, serta melindungi
masyarakat berpenghasilan rendah dari
dampak buruk revolusi 2011 tersebut.
Sebagai hasilnya, pemerintah Mesir telah
sanggup membayar angsuran Extended
Fund Facility (EFF) atau Fasilitas Dana
Perpanjangan dari IMF sebesar USD 12
miliar pada 20 Desember 2017. EFF
merupakan dana pinjaman yang diberikan
oleh IMF ketika suatu negara menghadapi
masalah ketimpangan antara pendapatan
negara dan pengeluaran anggaran karena
berbagai permasalahan struktural
(International Monetary Fund, 2018).
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3. Peran Pemerintahan Presiden Abdel
Fattah Al-Sisi bagi Perkembangan

Reformasi Ekonomi Mesir Pasca
Revolusi 2011
Berdasarkan  teori  liberalisme,

adanya jalinan kerja sama dengan pihak
eksternal bertujuan untuk membangun
perekonomian. Asumsi utama mengenai
kesejahteraan  didasari oleh  adanya
keterbukaan ekonomi. Dengan berdasar
pada  keterbukaan  ekonomi, serta
kesadaran akan ketidakmampuan negara
untuk memenuhi kebutuhan sendiri, maka
tercipta suatu kondisi di mana aktor-aktor
ekonomi saling bekerja sama. Tujuannya
adalah untuk memenuhi kebutuhan dan
meningkatkan keuntungan yang diperoleh
melalui perdagangan dan investasi. Peran
negara dalam hal ini adalah sebagai
perumus kebijakan yang digunakan
sebagai aturan resmi dan sah terkait
jalannya kegiatan perekonomian
(Hadiwinata, 2017).

Dalam perkembangannya,
kebijakan Presiden Al-Sisi telah berhasil
menyumbang peningkatan angka
pendapatan negara dan besaran investasi,
hingga menurunkan angka kemiskinan.
Pemerintah Mesir melakukan reformasi
ekonomi yang ditunjukkan dari adanya
peluncuran proyek serta berbagai program
berskala nasional yang ditujukan untuk
meningkatkan pendapatan negara dengan
didukung oleh investasi dari pihak
eksternal, seperti Tiongkok dan Jepang.
Terkait dengan reformasi  ekonomi,
berbagai langkah dilakukan, termasuk
melanjutkan upaya untuk memperkuat
kemitraan ekonomi dan hubungan kerja
sama internasional (Hasan, 2018).

Pemulihan ~ ekonomi menjadi
prioritas utama kebijakan nasional Mesir
pada masa pemerintahan Presiden Al-Sisi.
Secara umum, program ekonomi Mesir
terdiri  dari  pemangkasan  subsidi,
penarikan pajak yang ketat, menarik
investasi asing, meningkatkan ekspor gas
alam, mempromosikan sektor pariwisata,
hingga peluncuran mega proyek dalam
perluasan Terusan Suez. Pada rezim
sebelumnya, program subsidi telah
menyumbangkan masalah utama bagi
defisit anggaran negara Mesir. Subsidi
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listrik, gas, dan bahan bakar minyak telah
banyak membebani anggaran ekonomi
pemerintah. Melalui kebijakannya,
Presiden  Al-Sisi  telah  memangkas
berbagai program subsidi sehingga Mesir
dapat menghemat anggaran fiskal
mencapai USD 40 miliar. Terkait dengan
perluasan Terusan Suez, pemerintah
menargetkan pendapatan dari lalu lintas
kapal tahunan meningkat dari USD 5
miliar pada 2015 menjadi USD 13 miliar
pada tahun 2023, serta diharapkan dapat
menarik minat investor asing sehingga
dapat menciptakan lapangan pekerjaan
bagi masyarakat Mesir (Pars Today,
2016).

Teori liberalisme melihat bahwa
keterbukaan ekonomi Mesir pada masa
pemerintahan Presiden Al-Sisi mengambil

andil yang besar dalam peningkatan
pendapatan negara. Pada faktanya,
kebijakan pemerintah dalam bidang

perekonomian telah membawa pengaruh
positif yang signifikan bagi pertumbuhan
PDB, penurunan inflasi, hingga
pengentasan  kemiskinan.  Kebijakan
politik dari pemerintah sangat dibutuhkan
untuk mengatur dan menentukan arah
perekonomian agar kepentingan nasional
negara dapat terwujud. Sebagai seorang
pemimpin, merupakan hal yang wajar
apabila Presiden Al-Sisi memiliki tujuan
dan cita-cita untuk memperbaiki kondisi
ekonomi Mesir yang terpuruk akibat
pergolakan politik struktural yang sempat
melanda negaranya (VOA Indonesia,
2018).

Meskipun sempat menurun, PDB
Mesir diproyeksikan akan terus meningkat
seiring dengan banyaknya jalinan Kkerja
sama ekonomi terutama perdagangan
dengan negara-negara lainnya. Selain itu,
dengan  keterbukaan dan perluasan
Terusan Suez, banyak negara yang
optimis dengan pertumbuhan ekonomi
Mesir pada pemerintahan Presiden Al-
Sisi. Hal ini terlihat dari kepercayaan IMF
untuk memberikan pinjaman dana serta
banyaknya negara-negara yang melakukan
kerja sama ekonomi, hingga menanamkan
investasinya  di Mesir (Trading
Economics, 2018).
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Selanjutnya, menurut rational actor
model, Presiden Al-Sisi cenderung
memperhitungkan cost and benefit dalam
langkah-langkah  kebijakannya.  Hal
pertama yang dilakukan Presiden Al-Sisi
saat terpilih menjadi presiden adalah
memprioritaskan perluasan Terusan Suez.
Terusan Suez memberikan dampak positif
yang cukup signifikan dalam
meningkatkan  perekonomian Mesir,
karena tarif atau bea masuk yang
diberlakukan bagi kapal-kapal yang
melintas, menyumbangkan pendapatan
hingga USD 5 miliar setiap tahunnya.
Selain itu, Terusan Suez meningkatkan
posisi tawar yang tinggi bagi Mesir dalam
pelayaran dan perdagangan internasional.
Hal tersebut dikarenakan Terusan Suez
menghubungkan Benua Eropa dengan
Benua Asia, Afrika, dan kawasan Timur
Tengah (Sutedja, 2015).

Model aktor rasional menyatakan
bahwa pengalaman pribadi, pandangan
psikologis, dan pengalaman sejarah yang

pernah dialami menjadi pertimbangan
utama seorang aktor, sehingga ia
cenderung  bersikap rasional dalam

merumuskan keputusan. Presiden Al-Sisi
yang merupakan seorang pimpinan militer
yang mengalami dan melihat terjadinya
revolusi  masyarakat Mesir  secara
langsung, tentunya merasa terdorong
untuk melakukan reformasi agar berbagai
dampak negatif yang merupakan hasil dari
pergolakan tersebut dapat teratasi dan
perekonomian negaranya tidak semakin
terpuruk. Presiden Al-Sisi memutuskan
untuk meluncurkan program reformasi
ketika ekonominya menghadapi kondisi
ketidakseimbangan yang menyebabkan
melemahnya pertumbuhan, utang luar
negeri yang tinggi, defisit neraca anggaran
yang meningkat, dan menurunnya
cadangan devisa tahunan (International
Monetary  Fund, 2018). Meskipun
tergolong menerapkan kebijakan yang
represif, langkah Presiden Al-Sisi terbukti
banyak memberikan dampak positif bagi
pertumbuhan ekonomi Mesir.

D. Kesimpulan
Revolusi tahun 2011 yang ditandai
dengan lengsernya Hosni Mubarak, telah
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mengakibatkan terjadinya kondisi
instabilitas dalam perekonomian Mesir.
Hal tersebut memerlukan perhatian dari
pemerintah, sehingga diharapkan kondisi
keterpurukan  ekonomi  tidak  terus
berlanjut. Terpilihnya Mohammed Morsi,
tidak lantas membawa Mesir ke arah yang
lebih baik. Berbagai aksi demonstrasi
dilakukan untuk melengserkan jabatannya.
Akibat ketidakmampuan pemerintah untuk
mengakomodasi tuntutan rakyat, militer
akhirnya melakukan kudeta pada masa
kepemimpinan Morsi. Lengsernya Morsi
kemudian digantikan oleh Presiden Al-
Sisi  yang merupakan tokoh militer.
Terpilihnya Presiden Al-Sisi menandakan
adanya dukungan dan keinginan rakyat
Mesir terhadap sosok pemimpin yang
tegas untuk kembali memimpin Mesir
setelah  berakhirnya  kepemimpinan
Mohammed Morsi. Meskipun dinilai
menerapkan kebijakan yang represif,
seperti memangkas subsidi dan menarik
pajak, kebijakan ekonomi Mesir saat
kepemimpinan Presiden Al-Sisi
berorientasi ke arah yang semakin baik.
Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan
peningkatan PDB Mesir, serta
menurunnya tingkat inflasi dan angka
kemiskinan. Berbagai jalinan kerja sama
dengan  negara lain  juga  terus
ditingkatkan. Selain itu, dengan adanya
perluasan Terusan Suez, pendapatan
negara Mesir terus bertambah serta posisi
tawar negara juga meningkat, mengingat

Terusan Suez memiliki posisi  yang
strategis  sebagai  jalur  pelayaran
internasional. Berdasarkan pada hal

tersebut, kebijakan Presiden Al-Sisi dinilai
berdampak positif bagi perkembangan
reformasi ekonomi Mesir pasca revolusi
tahun 2011.
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